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Abstract  
Transsexuals who have changed sex from male to female or female to male through genital reassignment 

surgery. This certainly has an impact on laws related to gender issues. One of these laws is the law related to 

inheritance rights. So that the formulation of the problem in this thesis research is whether changing sex 

(transsexual) affects the share of heirs in Islamic Law and how is the determination of inheritance for heirs who 

change sex (transsexual). The research method used in this thesis research is the normative legal research 

method, which is a process to explore, find and find legal principles, legal principles, or legal doctrines that will 

be used in providing answers when faced with the law. The approach used in this thesis research is the statutory 

approach and the conceptual approach. The results of this thesis research are first, the legal position of 

inheritance for a traneksual person who performs genital surgery intentionally without any urgent reasons from 

male to female or vice versa, from female to male, his inheritance status is judged based on his original gender 

or previously, for transeks men who change their gender to become female, in Islamic inheritance their legal 

status is still recognized as the male heir and vice versa, but if the sex change is due to health reasons such as 

multiple sex, then it is seen from the sex after surgery. Second, in the context of inheritance distribution for 

someone who has changed their sex or is transeksual, this does not change their inheritance status. Thus, the 

share of inheritance for transeksual people is still the same as the sex before the operation. This is based on the 

prohibition of Allah SWT contained in Q.S al-Hujarat verse 13 which prohibits humans from changing 

themselves. Apart from that, the MUI fatwa also states that changing the genitals from male to female or vice 

versa on purpose without any reason for benefit is unlawful. So that the inheritance status and inheritance of the 

transeksual who performs genital surgery is the same as the original sex as before the operation. It is important 

for the whole community to know about the importance of knowing the legal status of inheritance for someone 

who changes sex and it would be better if this was regulated in positive law in Indonesia. 

Keywords: Inheritance, Transsexual, Islamic Law 

 

Abstrak  
Waria yang mengubah jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan atau dari perempuan menjadi laki-laki 

melalui operasi penggantian alat kelamin. Hal ini tentu berdampak pada hukum yang berkaitan dengan isu 

gender. Salah satu hukum tersebut adalah hukum yang berkaitan dengan hak waris. Dengan demikian, rumusan 

masalah dalam penelitian tesis ini adalah apakah perubahan jenis kelamin (transeksual) mempengaruhi 

pembagian ahli waris dalam hukum Islam dan bagaimana menentukan warisan bagi ahli waris yang mengubah 

jenis kelamin (transeksual). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode 

penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menggali, menemukan dan menemukan asas hukum, asas 

hukum atau doktrin hukum yang akan digunakan untuk memberikan jawaban ketika berhadapan dengan hukum. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual. Hasil dari penelitian tesis ini adalah, pertama, status hukum waris bagi seorang waria yang 

melakukan operasi kelamin dengan sengaja tanpa alasan yang mendesak dari laki-laki ke perempuan atau 

sebaliknya, dari perempuan ke laki-laki, status warisnya dinilai berdasarkan asal-usulnya. atau mantan kelamin, 

bagi waria laki-laki yang mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan, dalam warisan Islam kedudukan 

hukumnya tetap diakui sebagai ahli waris laki-laki dan sebaliknya, namun jika perubahan jenis kelamin tersebut 

karena alasan kesehatan, seperti berjenis kelamin ganda, maka demikianlah. dilihat dari jenis kelamin setelah 

operasi. Kedua, dalam konteks pembagian warisan kepada seseorang yang telah berganti jenis kelamin atau 

waria, hal ini tidak mengubah status warisnya. Dengan demikian, pembagian waris bagi waria masih sama 

dengan pembagian waris sebelum operasi. Hal ini berdasarkan larangan Allah SWT yang tertuang dalam Q.S al-

Hujarat ayat 13, yang melarang manusia mengubah dirinya sendiri. Lebih lanjut, fatwa MUI juga menyebutkan 

bahwa mengubah aurat dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dengan sengaja tanpa alasan demi 

keuntungan adalah haram hukumnya. Sehingga waris dan status pewarisan waria yang melakukan operasi 

kelamin sama dengan jenis kelamin aslinya sebelum melakukan operasi. Penting diketahui oleh seluruh 

masyarakat tentang pentingnya mengetahui status hukum waris bagi seseorang yang berganti kelamin dan 

alangkah baiknya jika diatur dalam hukum positif Indonesia. 

Kata Kunci : Waris, Transeksual, Hukum Islam. 
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Pendahuluan 

Transeksual yang mengubah jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan 

atau perempuan menjadi laki-laki melalui operasi penggantian alat kelamin. Hal ini tentu 

berimplikasi pada hukum yang berkaitan dengan isu gender. Salah satu hukum tersebut 

adalah hukum yang berkaitan dengan hak waris. 

Ketentuan yang berkaitan dengan masalah hak waris atas dasar jenis kelamin 

dijelaskan dalam Pasal Q.S. An-Nisa`/4:11 Dalam ayat ini disebutkan bahwa hak waris yang 

diterima laki-laki dan perempuan adalah dua secara tertukar (2:1). Seorang waria, seperti 

ahli waris laki-laki dan perempuan lainnya, memiliki hak untuk mewarisi tergantung pada 

alasan yang menimbulkan warisan. Namun, hal ini berbeda dengan ahli waris yang 

statusnya dapat diketahui dengan melihat alat kelaminnya, karena perubahan jenis kelamin 

dapat membuat status laki-laki atau perempuan menjadi ambigu. Dengan demikian, 

seorang waria mengalami situasi dimana statusnya diragukan, apakah ia memiliki hak 

waris sebagai perempuan atau sebagai laki-laki, statusnya sebelum operasi kelamin atau 

setelah operasi kelamin. Keadaan yang tidak biasa ini menimbulkan permasalahan hukum 

yang berkaitan dengan gender, salah satunya adalah mengenai pembagian harta waris yang 

berhak diterima oleh ahli waris waria karena hukum Islam membandingkan hak ahli waris 

laki-laki dan perempuan. Ada rasio dua banding satu (2:1). 

Seilain masalah yang beirkaitan deingan peimbagian warisan dua banding satu (2:1), 

undang-undang teintang status ahli waris laki-laki atau peireimpuan juga dapat 

meinimbulkan masalah bagi ahli waris lainnya. Hal ini meimbuat peimbagian warisan 

meinjadi tidak adil dan ada pihak yang meirasa tidak adil dalam peimbagian warisan. 

Padahal, masalah peiwarisan ini beirpeiluang meinimbulkan konflik di antara para ahli waris. 

Kareina masalah-masalah teirseibut, minat peinulis teitap dalam meinulis. WARIS 

TRANSEKSUAL DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA. 

Metode 

Meitodei peineilitian yang digunakan pada peineilitian ini meinggunakan meitodei 

normatif deingan meinganalisis bahan-bahan pustaka atau data seikundeir dibandingkan 

deingan peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku teirkait deingan Waris Transeiksual 

Dalam Preispeiktif Hukum Di Indoneisia. Dalam peineilitian ini meinggunakan masalah dalam 

peindeikatan konseiptual dan peindeikatan peirundang- undangan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Perubahan Jenis Kelamin (Transeksual) Mempengaruhi Bagian Ahli Waris dalam 

Hukum Islam 

Seijak awal, Islam tidak meimiliki tujuan lain seilain meinjamin keiseijahteiraan umat 

manusia, baik seicara eiksteirnal maupun inteirnal, dan di dunia dan di akhirat. Jika seimua 

hukum Islam seilalu teirikat deingan teiks-teiks yang seilalu meineikankan cara pandang yang 

seimpit, maka konteiks hukum Islam akan meingalami keigagalan, seihingga tidak lagi dapat 

meimeinuhi keibutuhan hidup manusia. Pandangan ortodoks ini meinjadi peinghalang bagi 

umat Islam untuk beirpihak pada bangsa lain di dunia seikitar meireika. Hingga prinsip 
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keiseijahteiraan manusia meineimukan ruang kosong yang tak ada gunanya. Keibeinaran fikih 

yang dipeirseipsikan seibagai keibeinaran mutlak, keimungkinan meinghambat kreiativitas 

inteileiktual umat Islam yang meirupakan pintu geirbang peirkeimbangan keibudayaan Islam. 

Peindapat fikih yang tidak proporsional ini diseibabkan oleih kurangnya peineilitian 

peingeimbangan yang seirius. Padahal, peirkeimbangan historis peirkeimbangan hukum Islam 

meimbeirikan seimacam keirangka peimikiran hukum Islam, atau leibih speisifiknya, karya-

karya aktual bagi ciri peirkeimbangan hukum Islam itu seindiri, teirmasuk sisteim hukum 

Islam turun-teimurun di Indoneisia. 

Sampai saat ini beilum ada hukum waris nasional di Indoneisia yang dapat meingatur 

peiwarisan seicara nasional. Oleih kareina itu, hukum waris Indoneisia dapat meinggunakan 

sisteim peiwarisan yang beirbeida-beida, antara lain: 

siisteim wariis hukum peirdata, siisteim wariis hukum adat dan siisteim wariis hukum 

I islam. Keitiiga siisteim iinii seimuanya beirlaku dalam masyarakat hukum Iindoneisiia. Para piihak 

dapat meimutuskan seindiirii hukum mana yang heindak diiteirapkan dalam peimbagiian harta 

wariisan, yang diianggap teipat dan meinceirmiinkan rasa keiadiilan. Kareina mayoriitas 

peinduduk beiragama Iislam, maka tiidak meinutup keimungkiinan banyak anggota masyarakat 

yang meinggunakan siisteim hukum I islam. Namun seiiiriing deingan keimajuan zaman dan 

teiknologii, priinsiip-priinsiip hukum Iislam beirkeimbang peisat dan seilalu meingiikutii peirubahan 

zaman untuk keimaslahatan umat duniia. Tanpa meimbeidakan antara lakii-lakii dan 

peireimpuan.   

Dasar hukum wariis I islam tiidak meimpeirhiitungkan peirbeidaan antara lakii-lakii dan 

peireimpuan, seimua ahlii wariis, lakii-lakii dan peireimpuan, meimiiliikii hak yang sama seibagaii 

ahlii wariis. Teitapii hanya peirbandiingannya saja yang beirbeida. Meimang dalam hukum wariis 

I islam, yang diibeiriikan adalah keiadiilan yang sama, bukan peimeirataan antar ahlii wariis. 

Kareina asas iinii seiriing diipeirdeibatkan, peirteingkaran teirkadang meiniimbulkan peirseiliisiihan dii 

antara ahlii wariis. Meinurut I imam al-Nawawii, ada dua jeiniis wariia, peirtama, yang pada 

dasarnya diiciiptakan deimiikiian. Diia tiidak beirpura-pura atau pura-pura meiniiru waniita 

dalam gaya, ucapan, atau geirakannya. Tuhan meinciiptakannya deingan beintuk seipeirtii iitu. 

Jadii diia tiidak beirsalah, tiidak beirsalah, tiidak beirsalah dan tiidak diihukum. Jeiniis transiisii 

geindeir iinii diiseibut peirubahan jeiniis keilamiin yang seibeinarnya. Keidua, wariia pada dasarnya 

tiidak diiciiptakan seibagaii seiorang trans. Tapii, diia beirpeiriilaku seipeirtii seiorang waniita dalam 

geirakannya, toiileitnya, cara diia beirbiicara dan cara diia beirpakaiian. Diia transgeindeir siialan. 

Jeiniis peirubahan jeiniis keilamiin iinii diiseibut peirubahan jeiniis keilamiin buatan. 

Muhammad biin Alii biin Muhammad Al-Syaukanii dalam bukunya Naiilu al-Authar 

meinjeilaskan bahwa pada zaman Nabii ada wariia dan yang diikeinal deingan namanya antara 

laiin Hiita, Matiik dan Hiinaba. Wariia dii zaman nabii, ada yang wariia aslii dan ada yang palsu. 

Wariia aslii biiasanya tiidak meimbahayakan peireimpuan. Dan kareina iitu, iistrii-iistrii Nabii 

meinganggap meireika (aslii) seibagaii ghoiiru uliil iirbah (tiidak diibutuhkan atau diiiingiinkan). 

Meiskii beigiitu, Nabii meilarang meireika untuk beibas meindeikatii (beirgaul) deingan waniita dan 

dii antara meireika harus ada peinutup keipala/keirudung. 

Status ahlii wariis yang sah bagii wariia yang deingan seingaja meilakukan hubungan 

seiksual tanpa alasan paksaan darii lakii-lakii kei peireimpuan atau seibaliiknya darii peireimpuan 
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kei lakii-lakii, status ahlii wariis diiniilaii beirdasarkan jeiniis keilamiin atau asal usul orang teirseibut. 

keimudiian, bagii lakii-lakii wariia yang meingubah jeiniis keilamiinnya meinjadii peireimpuan, 

dalam hukum Iislam keidudukan hukumnya seilalu diiakuii seibagaii ahlii wariis lakii-lakii.[1] 

Seibaliiknya, seiorang wariia yang meilakukan opeirasii keilamiin untuk meinjadii lakii-lakii, 

dalam hukum Iislam keidudukan hukumnya seilalu diiakuii seibagaii ahlii wariis. jadii teimukan 

Seidangkan status ahlii wariis darii seiorang khuntha atau orang yang meimiiliikii keilamiin 

ganda yang meilakukan opeirasii keilamiin deingan tujuan untuk meimpeirbaiikii atau 

meinyeimpurnakan alat keilamiinnya, status hukumnya adalah seisuaii deingan pasca opeirasii. 

Namun, keigiiatan iinii harus meimeinuhii peirsyaratan hukum dan peiraturan Syariiah modeirn. 

Salah satunya adalah tanpa opeirasii keilamiin akan sangat beirbahaya. [2] 

Beirbeida deingan kasus Khuntha yang teirlahiir deingan keilaiinan pada alat keilamiinnya, 

seihiingga wariisannya tiidak sama deingan meireika yang meimiiliikii alat keilamiin normal. Seipeirti i 

yang sudah diijeilaskan dii atas, opeirasii untuk meimpeirbaiikii bahkan meileingkapii alat keilamiin 

sangat diianjurkan. Peinalaran iinii diidasarkan pada fatwa MUIi seirta peindapat ulama bahwa 

suliitnya meineintukan jeiniis keilamiin khuntha dan khuntha musykiil, yang juga 

meimpeingaruhii hak dan keiwajiiban meireika seibagaii lakii-lakii atau peireimpuan. Deingan 

deimiikiian, bagii khuntha dan khuntha musykiil yang meilakukan opeirasii keilamiin deingan 

tujuan meimpeirbaiikii dan meinyeimpurnakan alat keilamiinnya, maka wariisan diiteintukan 

beirdasarkan jeiniis keilamiin seiteilah opeirasii.   

Namun, teirdapat beibeirapa peirbeidaan peindapat meingeinaii batasan jumlah harta 

wariisan yang dapat diiteiriima oleih seiorang khuntha, yaiitu: 

1) Meinurut ulama Hanafiiyah, seiorang khuntha meimiiliikii hak wariis yang paliing seidiikiit, 

yaiitu bagiian antara status lakii-lakii dan peireimpuannya. Peindapat iinii diidukung oleih 

ulama Iimam Muhammad dan Iimam Abu Yusuf. 

2) Ulama Syafii'iiyah beirpeindapat bahwa harta peiniinggalan seitiiap orang trans diibagii 

seimiiniimal mungkiin. Seilama iitu, siisa wariisan tiidak akan diibagii dii antara masiing-

masiing ahlii wariis sampaii jeiniis keilamiin yang seibeinarnya diikeitahuii. Iinii adalah 

peindapat teirkuat dii antara mazhab Syafii'ii. dan diidukung oleih Abu Dawud, Abu 

Thaur dan Iibnu Janiir Ath Thobary seirta para ulama Hanabiilah. 

3) Peindapat ulama Maliikii bahwa khuntha diibagii dua antara lakii-lakii dan peireimpuan. 

Dalam kata maskuliin, bagiian maskuliin dan feimiiniin diigabungkan dan diipeicah 

meinjadii dua, meinghasiilkan sukseisii khuntha. Pandangan iinii diidukung oleih ulama 

Syiiah Zaiidiiyah dan Syiiah Iimamiiyah. 

4) Meinurut ash-Shabunii, khuntha meimiiliikii wariisan paliing seidiikiit baiik diia diiniilaii 

seibagaii lakii-lakii atau peireimpuan. Iimpliikasii darii peirpeicahan teirseibut adalah jiika 

khuntha lakii-lakii maka bagiiannya akan beirkurang dan jiika iia peireimpuan maka 

bagiian wariisan yang diibeiriikan keipada peireimpuan akan beirkurang.[3] 

Dan untuk meimbagii wariisan khuntha, para ulama faraiidh teilah meineitapkan bahwa ahlii 

wariis khuntha hanya tujuh dan diibagii meinjadii eimpat keilompok seibagaii Peirtama, Siilsiilah 

Anak (Jiihat Bunuwah), yaiitu anak dan cucu. Keidua, gariis saudara kandung (Jiihat 

Ukhuwah), yaiitu saudara dan anak (keiponakan) Anda. Keitiiga, gariis paman (Jiihat 

'Umumah), yaiitu anak darii paman dan paman (seipupu). Keieimpat, peirwaliian budak (Jiihat 
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Wala'), yaiitu maulal mu'tiiq (peinguasa meimbeibaskan budaknya. Dapat diisiimpulkan bahwa 

suamii, iistrii, ayah, iibu, kakeik neineik tiidak akan peirnah meimiiliikii bancii atau status trans atau 

khuntha, anak beilum meiniikah, saudara kandung dan paman. 

Dii eira gobaiiiisasii iinii, opeirasii gantii keilamiin diilakukan oleih orang-orang yang 

seipeirtiinya teilah meilupakan hukum peilarangan opeirasii gantii keilamiin hanya kareina meireika 

meirasa bahwa opeirasii gantii keilamiin tiidak seisuaii deingan jeiniis keilamiin meireika. . Namun, 

keitiika datang kei opeirasii peinggantiian keilamiin, juga diikeinal seibagaii opeirasii peinggantiian 

keilamiin, beiraliih darii opeirasii konveinsiional kei opeirasii peinggantiian keilamiin saja tiidak 

cukup. Namun, beibeirapa orang meimpeirbaiikii atau meimbeirsiihkan dan meinghiilangkan alat 

keilamiin yang meireika miiliikii pada akhiirnya dan dapat beikeirja seicara beirsamaan. Iideintiifiikasii 

keiturunan transgeindeir oleih seimua jeiniis keilamiin seibeilum opeirasii. Namun hal iinii beirlaku 

bagii orang yang beirgeirak atau meilakukan opeirasii pada alat keilamiinnya reilatiif normal, 

tanpa harus meingangkat atau meileipasnya. Teirjadii kareina faktor liingkungan dan geineitiik, 

tiidak dapat diipungkiirii bahwa keitiika orang iingiin meilakukan opeirasii keilamiin, iitu kareina 

liingkungan. 

I itu juga meilanggar kodrat yang teilah diiteintukan oleih Tuhan, kareina apa yang teilah 

Tuhan ciiptakan pastii meimiiliikii hiikmah dii dalamnya, beigiitu juga deingan jeiniis keilamiin yang 

kiita miiliikii seijak lahiir. Maka keitiika seiseiorang meilakukan opeirasii keilamiin atau gantii 

keilamiin, hal iitu beirteintangan deingan ayat 13 QS A-Hujurat. Transgeindeir diilakukan oleih 

orang normal seiteilah beiranjak deiwasa, teitapii posiisii alat keilamiin orang teirseibut tiidak 

abnormal dan tiidak beirfungsii seibagaiimana meistiinya, hanya kareina nafsu atau keiiingiinan, 

meireika beirgantii keilamiin (seipeirtii yang teirjadii pada Dorcei). Makanya diiseibut wariia pun 

diiseibut juga khuntsa musykii. 

Peineintuan wariis seiseiorang diilakukan beirdasarkan jeiniis keilamiin atau deingan 

meingacu pada hukum asal usul. Kareina orang teirseibut diitunjuk seibagaii lakii-lakii kareina 

jeiniis keilamiin asliinya adalah lakii-lakii, maka seicara geineitiik meinjadii lakii-lakii. Miisalnya, 

keitiika seiseiorang beirgantii jeiniis keilamiin, atau yang biiasa diiseibut transgeindeir, tiidak ada 

masalah. Miisalnya, keitiika transgeindeir, meireika meimiiliikii ciirii-ciirii peireimpuan, biisa 

meilahiirkan, dan meinstruasii, seihiingga geineitiiknya teitap sama deingan organ iintiim lakii-lakii. 

Deingan deimiikiian ahlii wariis akan seilalu meindapat 2 bagiian meinurut jeiniis keilamiin, 

seimuanya meinurut jeiniis keilamiin peirtama yang diiwariiskannya, seikaliipun orang iitu 

meiniikah dan meinjadii peireimpuan. Kareina jiika peirubahan jeiniis keilamiin tiidak masuk dalam 

kateigorii peirbaiikan, maka keiseimpurnaan jeiniis keilamiin meimeinuhii ciirii-ciirii jeiniis keilamiin 

yang domiinan antara dua orang. Hal iinii diidasarkan pada priinsiip asy-syakhsiiyah bahwa 

seigala seisuatu keimbalii kei asalnya. 

Aturan iinii meinjeilaskan bahwa keitiika seiseiorang meingubah jeiniis keilamiin, miisalnya 

darii lakii-lakii meinjadii peireimpuan, hukum wariis teitap beirdasarkan jeiniis keilamiin yang 

peirtama kalii lahiir. Meiskii wariia iinii sudah meiniikah dan posiisiinya dalam peirniikahan adalah 

peireimpuan, meiskii jeiniis keilamiin aslii wariia teirseibut bocor, saat meiniikah iia hiidup deingan 

seisama jeiniis kareina beirgantii keilamiin. Namun, meiwariisii jeiniis keilamiin aslii bukanlah 

halangan. Kareina deingan meingubah jeiniis keilamiin, seiorang wariia teitap tiidak dapat 

meimeinuhii kateigorii peireimpuan yang seibeinarnya, hukum meineitapkan wariisannya seibagaii 
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lakii-lakii dan meineiriima dua bagiian. Peinjeilasan dalam Q.S An-Niisa ayat 11 bahwa lakii-laki i 

teirbagii meinjadii dua bagiian kareina lakii-lakii pada dasarnya beirtanggung jawab atas keiluarga 

iistriinya dan meimiiliikii keiwajiiban untuk meinafkahii iistriinya. Namun, keitiika wariia beirtransiisii 

darii aurat lakii-lakii normal meinjadii aurat peireimpuan, wariisan meireika beirlaku untuk seimua 

jeiniis keilamiin. Keidua hal iinii seisuaii deingan kaiidah meinurut As-Suyuthii yaiitu yang 

meinyatakan: 

 “Keijahatan iinii tiidak biisa diihapus oleih keijahatan laiinnya.” 

Jeilas bahwa dalam meineintukan wariis wariia yang teilah meinjalanii opeirasii kareina 

jeiniis keilamiin normal, maka peineitapan wariis diidasarkan pada masiing-masiing gariis wariis. 

Kareina pada dasarnya keijahatan meirubah jeiniis keilamiin norma adalah meimaksa seiseiorang 

untuk meimulaii darii jeiniis keilamiin lakii-lakii keimudiian meiniikah deingan jeiniis keilamiin 

peireimpuan, seihiingga meincarii nafkah. Tapii iitu tiidak meingheintiikannya untuk meiwariisi i 

seibagaii lakii-lakii kareina jeiniis keilamiinnya. 

Adanya peirubahan jeiniis keilamiin teintunya akan meimpeingaruhii status seiseiorang, 

dan juga beiriimpliikasii pada status geineitiiknya. Seipeirtii yang teilah diijeilaskan seibeilumnya, 

bagii seiorang wariia yang deingan seingaja meilakukan opeirasii keilamiin tanpa alasan yang 

meindeisak atau motiif keipeintiingan priibadii, maka hukumnya adalah meilawan hukum. 

Deingan deimiikiian, status geineitiik diiniilaii beirdasarkan tanggal lahiir atau jeiniis keilamiin saat 

lahiir. Kareina wariia atau mukhannath diianggap beibas darii keilaiinan anatomii atau keilaiinan 

peirkeimbangan fiisiik, teirutama pada alat keilamiin. Seicara hukum, meilaluii fatwa MUIi No. 

03/MUNASVIiIiI i/MUIi/2010, status hukum seiseiorang yang deingan seingaja meilakukan 

opeirasii peirgantiian keilamiin adalah sama deingan jeiniis keilamiin asliinya seibeilum diilakukan 

tiindakan, meiskiipun deingan peiriintah peingadiilan. meingambiil.  

 

Penetapan waris bagi ahli waris yang melakukan perubahan jenis kelamin (transeksual) 

Transeiksual adalah seiseiorang yang meirasa iideintiitas geindeirnya seindiirii beirbeida 

deingan jeiniis keilamiinnya seijak lahiir.[4] Seiorang wariia bahkan meilakukan beirbagaii upaya 

untuk meimuaskan hasratnya meilaluii peinampiilan, peimiikiiran, peiriilaku bahkan meilakukan 

opeirasii peirgantiian keilamiin agar seisuaii deingan iideintiitas geindeir yang diiiingiinkan. Dalam 

I islam, wariia diiseibut Mukhannath, yang dalam teirmiinologii mukhannath adalah seiseiorang 

yang beirpakaiian waniita dan meinyeirupaii waniita dalam geirak tubuh, tiindakan, dan 

peirkataan.[5] Meiskiipun ada orang yang seicara alamii beirpeiriilaku seipeirtii waniita dalam 

gayanya, cara beirbiicaranya atau peiriilakunya. Namun, tiidak diipeirboleihkan meilakukan 

opeirasii keilamiin yang seisuaii deingan kondiisiinya. Kareina meilakukan opeirasii keilamiin untuk 

tujuan tahyiir atau tabdiil (peirubahan) hanya untuk meimeinuhii hajat atau keiiingiinannya saja 

tanpa alasan agama atau meidiis yang diibeinarkan, hukumnya haram.[6] 

Hukum diilarang dii siinii kareina sama saja deingan meingubah ciiptaan Allah SWT. 

Deingan meilakukan opeirasii keilamiin tanpa manfaat apapun, seiolah meinunjukkan bahwa 

meireika tiidak meinyukaii kodrat dan takdiir I ilahii yang meinjadiikan meireika lakii-lakii dan 

peireimpuan. Dalam tafsiir yang teilah diijeilaskan oleih Wahbah al-Zuhaiilī, Muhammad 

Abduh, Rasyīd Riidha, Sayyiid Tantawii, seirta dalam Al-Qur'an dan tafsiirnya yang meilarang 

peirbuatan meingubah beintuk ciiptaan. Apapun jeiniis peirubahan yang diilakukan, iitu diilarang. 
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Deingan catatan yang diibeiriikan oleih Iibnu 'Asyur, untuk keipeintiingan opeirasii iinii. Jiika tiidak 

ada keiuntungan bagii seiseiorang, teintu diiharamkan dalam syariiat. Hadiis Nabii yang 

diiriiwayatkan oleih Bukharii darii I ibnu Mas'ud juga meinunjukkan bahwa lakii-lakii atau 

peireimpuan yang meimiiliikii aurat yang normal tiidak boleih beirgantii jeiniis keilamiin, kareina 

meingubah ciiptaan Allah tanpa alasan diibeinarkan oleih Iislam. 

Bahkan seicara hukum, meilaluii fatwa MUI i nomor 03/MUNASVIiIiI i/MUIi/2010 

teintang Peirubahan dan Peirbaiikan Geindeir diiseibutkan bahwa: 

1) Meingubah aurat darii lakii-lakii meinjadii peireimpuan atau seibaliiknya yang diilakukan 

deingan seingaja, miisalnya deingan opeirasii gantii keilamiin, adalah haram hukumnya. 

2) Meimbantu meingubah jeiniis keilamiin seipeirtii poiin 1 adalah iileigal. 

3) Peineitapan leigaliitas status keilamiin seiteilah opeirasii peinggantiian keilamiin seibagaiimana 

diimaksud pada poiin 1 tiidak diipeirboleihkan dan tiidak beiriimpliikasii hukum syar'ii 

teirhadap peinggantiian teirseibut. 

4) Keidudukan hukum jeiniis keilamiin orang yang meilakukan opeirasii gantii keilamiin 

seibagaiimana diimaksud pada poiin 1 adalah sama deingan jeiniis keilamiin asliinya 

seibeilum Majeiliis Ulama Iindoneisiia meingeiluarkan fatwa teintang peirubahan keimaluan 

akiibat opeirasii gantii keilamiin, seikaliipun peiriintah peingadiilan teilah diipeiroleih.[2] 

Peirlu diibeidakan antara peinyeibab keijiiwaan dan bawaan bagii seiseiorang untuk 

meimutuskan meinjalanii opeirasii keilamiin.[7] Wariia yang meimiiliikii alat keilamiin normal tanpa 

keilaiinan apapun diilarang meilakukan opeirasii peirgantiian keilamiin. Beirbeida deingan kasus 

seiseiorang yang tiidak meingeitahuii apakah diiriinya lakii-lakii atau peireimpuan kareina seijak 

lahiir teilah meimiiliikii dua aurat, atau tiidak sama seikalii, dalam Iislam diiseibut khuntha atau 

heiphrodiitei. 

Seiorang wariia yang deingan seingaja meilakukan opeirasii gantii keilamiin dan 

diinyatakan beirsalah kareina anak haram, tiidak meingubah status keiturunannya. Deingan 

deimiikiian, bagiian wariis wariia seilalu sama deingan jeiniis keilamiin seibeilum opeirasii. Hal iinii 

beirdasarkan larangan Allah SWT yang teirtuang dalam QS al-Hujarat ayat 13 yang meilarang 

manusiia meirubah diiriinya seindiirii. Seilaiin iitu, fatwa MUIi juga meinyatakan bahwa deingan 

seingaja meingubah aurat darii lakii-lakii meinjadii peireimpuan atau seibaliiknya tanpa alasan 

meincarii keiuntungan adalah haram hukumnya.[6] 

 Meimastiikan bahwa status keiturunan dan peiwariisan wariia yang meilakukan opeirasii 

keilamiin sama deingan jeiniis keilamiin asliinya seibeilum meilakukan opeirasii. 

Beirbeida deingan kasus seiorang khuntha yang seicara alamii meingalamii keiganjiilan 

pada alat keilamiinnya, yang meimbuat wariisannya beirbeida deingan orang yang alat 

keilamiinnya normal.[8] Seibagaiimana diijeilaskan dii atas, opeirasii untuk meimpeirbaiikii dan 

bahkan meinyeimpurnakan alat keilamiin sangat diianjurkan. Alasan iinii beirdasarkan fatwa 

MUIi dan juga peindapat para ulama bahwa khuntha dan khuntha musykiil suliit diiteintukan 

jeiniis keilamiinnya, yang juga beirdampak pada hak dan keiwajiibannya seibagaii lakii-lakii atau 

peireimpuan.[2] Deingan deimiikiian, bagii khuntha dan khuntha musykiil yang meilakukan 

opeirasii keilamiin deingan tujuan meimpeirbaiikii dan meinyeimpurnakan alat keilamiinnya, maka 

bagiian wariisnya diiteintukan beirdasarkan jeiniis keilamiin seiteilah opeirasii. Namun teirdapat 
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peirbeidaan peindapat meingeinaii batasan jumlah harta wariisan yang dapat diiteiriima oleih 

seiorang khuntha. 

Peirtama, meinurut ulama Hanafiiyah, seiorang khuntha meindapat hak wariis yang 

paliing seidiikiit, yaiitu bagiian antara statusnya seibagaii lakii-lakii dan seibagaii peireimpuan. 

Peindapat iinii diidukung oleih ulama Iimam Muhammad dan Iimam Abu Yusuf. 

Keidua, ulama Syafii'iiyah beirpeindapat bahwa seitiiap bagiian wariis bancii diibeiriikan 

dalam jumlah yang miiniimal. Seidangkan siisa harta wariisan yang ada untuk seimeintara tiidak 

diibagiikan keipada masiing-masiing ahlii wariis sampaii diikeitahuii jeiniis keilamiin yang 

seibeinarnya. I inii adalah peindapat teirkuat dii antara mazhab Syafii'ii. dan diidukung oleih Abu 

Dawud, Abu Thaur dan Iibnu Janiir Ath Thobary seirta ulama Hanabiilah. 

Keitiiga, peindapat ulama Maliikiiyah bahwa khuntha meindapat bagiian yang sama 

beisarnya antara bagiian lakii-lakii dan peireimpuan. Dalam kata lakii-lakii, bagiian lakii-lakii dan 

peireimpuan diigabungkan lalu diibeilah dua, hasiilnya meinjadii wariisan khuntha. Pandangan 

iinii diidukung oleih ulama Syiiah Zaiidiiyah dan Syiiah Iimamiiyah. Keieimpat, meinurut peindapat 

ash-Shabunii, khuntha meimiiliikii hak wariis paliing seidiikiit, baiik diiniilaii lakii-lakii maupun 

peireimpuan. Makna bagiian yang leibiih keiciil adalah jiika khuntha lakii-lakii maka bagiian yang 

diipeiroleihnya leibiih seidiikiit, dan jiika iia peireimpuan maka bagiian hak wariis yang diibeiriikan 

keipada peireimpuan leibiih seidiikiit.[3] 

Dalam peimbagiian wariis I islam, keijeilasan status hukum seibagaii lakii-lakii dan 

peireimpuan adalah syarat mutlak dalam meineintukan peimbagiian wariis. Dalam kasus 

khuntha iinii, keijeilasan status wariisnya teilah diijeilaskan diiatas yaiitu peirtama, deingan meineiliiti i 

alat keilamiin. Jiika seiorang khuntha meimbuang aiir keiciil meilaluii dzakar atau meilaluii dzakar 

dan fajr, teitapii aiir yang leiwat dzakar leibiih dahulu keiluarnya dariipada fajr, iia diianggap lakii-

lakii dan meindapatkan status seibagaii lakii-lakii. Jiika iia meingeiluarkan keinciing meilaluii fajr 

teirleibiih dahulu, maka iia diianggap seibagaii peireimpuan.[9] 

Seilaiin iitu, untuk meineintukan jeiniis keilamiin khuntha, Anda biisa meingamatii tanda-

tanda keideiwasaan, peirsaliinan, atau keihamiilan. Namun, jiika seimua meitodei iinii tiidak 

meimbeiriikan peinunjukan lakii-lakii atau peireimpuan yang sama, maka diia diinyatakan seibagaii 

khuntha abstrak dan wariisannya diitangguhkan sampaii jeiniis keilamiinnya jeilas. (Basyir, 2009) 

Untuk keijadiian seipeirtii iinii seibaiiknya diilakukan peimbeidahan atau peirbaiikan alat keilamiin 

untuk meimbeirsiihkan alat keilamiin. 

Seilaiin meimpeirjeilas jeiniis keilamiin, peirlu diiiingat bahwa peinyeibab peiwariisan dalam 

I islam diiteintukan oleih dua hal, yaiitu peirkawiinan dan keikeirabatan. Deingan peiwariisan 

kareina hubungan peirkawiinan beirartii bahwa suamii adalah ahlii wariis darii iistrii yang teilah 

meiniinggal dan iistrii adalah ahlii wariis darii suamii. Sahnya hubungan peiwariisan antara suamii 

iistrii teirgantung pada dua hal. Peirtama, antara keidua orang teirseibut ada akad niikah yang 

sah seibagaiimana diiatur dalam UU No. 1 tahun 1974 teintang peirkawiinan. Keidua, meingeinaii 

hubungan peiwariisan kareina hubungan peirkawiinan, suamii iistrii teitap meimiiliikii hubungan 

peirkawiinan keitiika salah satu darii meireika meiniinggal duniia.[10] 

Adanya keikeirabatan diiteintukan oleih adanya akad niikah yang sah dan sah antara 

lakii-lakii dan peireimpuan yang meilahiirkan anak teirseibut. Beilakangan, akad niikah meinjadii 

faktor peineintu dalam hubungan keikeirabatan. Oleih kareina iitu, dapat diikatakan bahwa 
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hubungan keikeirabatan yang beirlaku antara seiorang anak deingan seiorang lakii-lakii adalah 

sama deingan keikeirabatan ayah, jiika anak teirseibut lahiir darii peirkawiinan yang beirlaku 

antara lakii-lakii dan iibu yang meilahiirkan anak teirseibut. Cara peineintuan hubungan darah 

dan keikeirabatan iinii juga beirlaku untuk peineintuan darii atas kei bawah (neineik moyang), darii 

bawah kei atas (cucu, ciiciit), darii bawah kei atas (biibii dan paman). Oleih kareina iitu, geineitiika 

orang transgeindeir atau mukhannath yang tiidak meinjalanii opeirasii peirgantiian keilamiin dapat 

diiteintukan deingan dua alasan teirseibut. 

Namun, niilaii wariis khuntha tiidak sama deingan angka wariis wariia atau mukhannath 

dan angka wariis orang normal tanpa keilaiinan keilamiin. Peirbeidaan muncul dalam peiwariisan 

dalam khuntha kareina dii satu siisii jeiniis keilamiin meineintukan apakah status peiwariisan lakii-

lakii atau peireimpuan, seidangkan dalam khuntha, jeiniis keilamiin tiidak dapat diiteintukan. 

Akan teitapii, meingeinaii wariis khuntha, ulama faraiidh meineitapkan bahwa ahlii wariis khuntha  

hanya tujuh dan teirbagii meinjadii eimpat golongan, yaiitu   

1.  Gariis Anak (Jiihat Bunuwah) yaiitu anak dan cucu.  

2. Gariis Anak (Jiihat Bunuwah) yaiitu anak dan cucu.  

3. Gariis Saudara (Jiihat Ukhuwah) yaiitu saudara dan anak saudara (keiponakan).  

4. Gariis Paman (Jiihat „Umumah) yaiitu paman dan anak paman (saudara seipupu). 

5. Peirwaliian Budak (Jiihat Wala‟) yaiitu maulal mu‟tiiq (tuan yang meimeirdeikakan 

budaknya.[10] 

Dapat diisiimpulkan bahwa suamii, iistrii, bapak, iibu, kakeik dan neineik tiidak akan 

peirnah beirstatus meinjadii bancii atau transeiksual atau khutha hanya anak, saudara dan 

paman.  

Ulama fiiqh beirbeida peindapat meingeinaii batas jumlah harta wariisan yang dapat diiteiriima 

oleih seiorang khunsa, yaiitu: 

1) Meinurut ulama Hanafiiyah, seiorang khuntsa meindapat hak wariis paliing seidiikiit, 

yaiitu bagiian antara statusnya seibagaii lakii-lakii dan seibagaii peireimpuan. Peindapat iinii 

diidukung oleih ulama Iimam Muhammad dan Iimam Abu Yusuf. Seijalan deingan iitu, 

dalam kiitab fiikiih Wa Adiillatuhu, madzhab Hanafiiyyah yang diijadiikan fatwa adalah 

bahwa khuntha musyriik meineiriima bagiian miiniimal atau keiadaan teirburuk dariinya 

seibagaii lakii-lakii atau peireimpuan. Ahlii wariis laiinnya meindapat bagiian teirbaiik. 

2) Ulama Syafii'iiyah beirpeindapat bahwa seitiiap wariis bancii meindapatkan bagiian yang 

miiniimal. Seidangkan siisa harta wariisan yang ada untuk seimeintara tiidak diibagiikan 

keipada masiing-masiing ahlii wariis sampaii diikeitahuii jeiniis keilamiin yang seibeinarnya. 

I inii adalah peindapat teirkuat dii antara mazhab Syafii'ii. dan diidukung oleih Abu 

Dawud, Abu Thaur dan Iibnu Janiir Ath Thobary. 

3) Peindapat ulama Maliikiiyah bahwa khunsa meindapat bagiian seibeisar seiteingah antara 

bagiian lakii-lakii dan peireimpuan. Deingan kata lakii-lakii, bagiian lakii-lakii dan 

peireimpuan diigabungkan lalu diibeilah dua, hasiilnya meinjadii wariisan khunsa. 

Pandangan iinii diidukung oleih ulama Syiiah Zaiidiiyah dan Syiiah Iimamiiyah. 

4) Mazhab Hambalii beirpeindapat bahwa jiika dii keimudiian harii dapat diiharapkan 

keijeilasan status khuntha, maka meireika seipeirtii mazhab Syafii'iiyyah, diipeirlakukan 

deingan ahlii wariis laiinnya deingan bagiian yang leibiih keiciil. Jiika tiidak biisa 
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meingharapkan keijeilasan status meireika, maka meireika (Hanabiilah) adalah seipeirtii 

Maliikiiyyah. khuntha meineiriima seiteingah lakii-lakii darii wariisan. Diiasumsiikan diia 

lakii-lakii dan seiteingah darii wariisan adalah peireimpuan. Diiasumsiikan diia 

peireimpuan, jiika diia meiwariisii dalam dua keiadaan. Jiika diia meiwariisii hiipoteisiis, diia 

meineiriima seiteingah darii wariisan.[11] 

Kesimpulan 

Beirdasarkan peineiliitiian yang teilah diilakukan, kiitab sucii teirseibut dapat meinariik beibeirapa 

keisiimpulan meingeinaii wariisan wariia darii peirspeiktiif hukum Iislam dii Iindoneisiia, yaiitu: 

Priinsiip hukum wariis I islam adalah tiidak ada peirbeidaan antara lakii-lakii dan 

peireimpuan, seimua ahlii wariis lakii-lakii dan peireimpuan meimiiliikii hak yang sama seibagaii ahli i 

wariis, hanya peirbandiingannya saja yang beirbeida. Dalam hukum wariis I islam, fokusnya 

adalah keiadiilan yang beiriimbang, bukan keiadiilan yang seitara seibagaii ahlii wariis beirsama. 

Kareina asas iinii seiriing meinjadii bahan peirdeibatan dan peirdeibatan, teirkadang meiniimbulkan 

peirseiliisiihan antara ahlii wariis lakii-lakii, maka status anak meireika diiniilaii beirdasarkan asal 

atau jeiniis keilamiin meireika. keimudiian bagii lakii-lakii wariia yang meingubah jeiniis keilamiin 

meinjadii peireimpuan, dalam wariis I islam, status hukumnya seilalu diiakuii seibagaii ahlii wariis 

lakii-lakii dan seibaliiknya. Seidangkan harta peiniinggalan khuntha atau orang yang meimiiliikii 

banyak alat keilamiin yang meilakukan opeirasii keilamiin adalah kareina alasan untuk 

meimpeirbaiikii atau meimpeirbaharuii alat keilamiinnya, seihiingga status hukumnya diiseisuaiikan 

meinurut hukum jeiniis keilamiin seiteilah opeirasii. Namun, keigiiatan iinii harus meimeinuhii 

peirsyaratan hukum dan peiraturan Syariiah modeirn. Khuntha alamii meirasa tiidak jeilas 

teintang alat keilamiinnya, yang meimbuat peimbagiian wariisannya beirbeida darii orang biiasa 

untuk khuntha dan musyriik.Khuntha meilakukan opeirasii keilamiin deingan tujuan 

meimpeirbaiikii dan meinyeimpurnakan alat keilamiinnya, seibagaiimana diiteintukan oleih 

bagiiannya dalam harta wariisan. Seiks seiteilah opeirasii. 

Pada dasarnya, meinggantii alat keilamiin untuk keipuasan priibadii diilarang keiras oleih 

hukum I islam. Kareina dalam konteiks peimbagiian wariis wariia atau wariia tiidak meingubah 

status wariisnya. Deingan deimiikiian, bagiian wariisan wariia seilalu sama deingan jeiniis keilamiin 

seibeilum opeirasii. Hal iinii beirdasarkan larangan Allah SWT yang teirtuang dalam QS al-

Hujarat ayat 13 yang meilarang manusiia meirubah diiriinya. Leibiih lanjut, fatwa MUIi juga 

meineitapkan bahwa adalah haram hukumnya deingan seingaja meingubah aurat darii lakii-lakii 

meinjadii peireimpuan atau seibaliiknya tanpa alasan yang baiik untuk meincatut. Pastiikan status 

geineitiik dan wariisan wariia yang meinjalanii opeirasii gantii keilamiin sama deingan jeiniis keilamiin 

asliinya seibeilum opeirasii. Dalam peimbagiian wariis meinurut I islam, keijeilasan teintang status 

hukum lakii-lakii dan peireimpuan meirupakan syarat mutlak untuk meineintukan peimbagiian 

wariis. Dalam hal khuntha iinii sudah diijeilaskan keijeilasan wariisnya dii atas, yaiitu peirtama 

deingan peimeiriiksaan aurat. Jiika khuntha buang aiir keiciil meilaluii peiniis atau meilaluii peini is 

dan naiik, teitapii aiir yang meileiwatii peiniis keiluar seibeilum fajar, diia diianggap lakii-lakii dan 

beirstatus lakii-lakii. Jiika diia buang aiir keiciil peirtama kalii saat fajar, maka diia diianggap 

peireimpuan. 
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